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ABSTRAK 

Akad Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual-beli amanah 

yang dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan 

hak perolehan (as|-s|aman al-awwal) dan keuntungan yang hendak diambil ketika 

akad. Dalam praktek perbankan syariah, akad murabahah merupakan skema yang 

paling dominan yang digunakan dibanding dengan produk akad syariah lainnya. 

Hal ini dipilih oleh bank dikarenakan bank menerapkan prinsip kehatian-hatian 

(prudential) agar bisa diterapkan dengan efektif dan efisien sehingga resiko 

kerugian bank bisa diminimalisir. Dalam hal bank mengajukan eksekusi di 

Pengadilan Agama Wonosari, bank dapat melelang sendiri atau mengajukan 

permohonan eksekusi selalu berdasarkan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh 

nasabah, sehingga permohonan eksekusi lelang terbuka bagi nasabah meskipun 

belum jatuh tempo. Hal ini yang menimbulkan masalah dalam eksekusi hak 

tanggungan di Pengadilan Agama Wonosari, sehingga perlu dikaji lebih lanjut 

mengenai bagaimana prosedur eksekusi hak tanggungan dalam akad murabahah 

dan apa saja masalah dalam eksekusi hak tanggungan akad murabahah di 

Pengadilan Agama Wonosari. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian di lapangan untuk 

mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian terkait dengan eksekusi 

hak tanggungan di Pengadilan Agama Wonosari. Penelitian ini bersifat deskriptif 

analitis, yaitu  mendeskripsikan dan menganalisis dengan menggunakan sumber 

data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan eksekusi hak tanggungan di 

Pengadilan Agama Wonosari.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan eksekusi hak 

tanggungan di Pengadilan Agama Wonosari melalui tahapan, mengajukan 

permohonan eksekusi, setelah itu Pengadilan Agama Wonosari menanggapi 

permohonan tersebut dengan menerbitkan surat Aan Maning (peringatan kepada 

nasabah) sebanyak 2 (dua) kali.  Apabila terhadap objek lelang yang terjual 

tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada 

pemenang lelang, maka Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 14 

Undang-Undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memiliki 

kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang 

tersebut. Sedangkan faktor penghambat eksekusi hak tanggungan yaitu, para 

pihak belum tentu hadir pada saat pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan 

Agama, nasabah yang menahan dengan melakukan perlawanan pada saat 

dilakukan eksekusi oleh pihak Pengadilan Agama Wonosari, dan pada saat 

melakukan eksekusi sering kali tidak ada pembeli terhadap hak tanggungan. 

Ketika dilakukan pelelangan ulang pun sama sekali tidak ada pembeli. Ketika 

dilakukan eksekusi terhadap bangunan atau barang misalnya seperti toko yang ada 

barang-barangnya, nasabah cendrung menolak dengan adanya upaya pengosongan 

eksekusi tersebut, eksekusi terhadap hak tangungan yang belum jatuh tempo 

dalam akad murabahah merupakan salah satu faktor adanya ketidakadilan bagi 

para nasabah. 
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dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te خ

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

   â‟       deng n titik di b w h  ح

 khâ‟ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

  Żâl Ż żet  deng n titik di  t s ذ

 râ‟ R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es ض

 Syin Sy es dan ye غ

 âd   es (dengan titik di bawah)  ؾ

 âd   de (dengan titik di bawah)  ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟   zet (dengan titik dibawah)  ظ

 in „ koma terbalik (di atas) „ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل
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 Mîm M Em م

 Nûn N En ى

ّ Wâwû W We 

ُ hâ‟ H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لٌشّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna ثِىّ

 

C. Ta‟ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكوح

 Ditulis „ill h علح

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa 

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain). 

2. Bil  diikuti deng n k t  s nd ng „ l‟ sert  b caan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 

ءالأّلٍا كساوح  Ditulis Karâmah al- uliyâ‟ 

 

3. Bil  t ‟ m rbut h hidup  t u deng n h r k t f th h, k sr h d n d mm h ditulis t 

atau h.  

الفطس شكاج  Ditulis Zakâh al-fiŝri 
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D. Vokal Pendek 

 ـَ

 فعل

Fathah 

 

Ditulis 

Ditulis 

A 

f ‟ l  

 ـَ

 ركس

Kasrah 

 

Ditulis 

Ditulis 

I 

Żukir  

 ـَ

 ٍرُة

Dammah Ditulis 

Ditulis 

U 

Y żh bu 

 

E. Vokal Panjang 

1 

Fathah + alif  

 فلا

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Falâ 

2 

F th h + y ‟ m ti 

 تًظى

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

K sr h + y ‟ m ti 

 تفصٍل

Ditulis 

Ditulis 

Î 

Tafs{hi>\\\l 

4 

Dlammah + wawu mati 

 أصْل

Ditulis 

Ditulis 

Û 

U  l 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

F th h +  y ‟ m ti 

حٍلًالص  

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

az-Zuh{ailî 

2 

Fatha + wawu mati 

 الدْلح

Ditulis 

Ditulis 

Au 

ad-daulah 
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G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A‟ ntum أأًتم

 Ditulis U‟idd t أعدد

ؽكستم لئى  Ditulis L ‟in sy k rtum 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bil  diikuti huruf qom riyy h ditulis deng n menggun k n huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur‟ân القسأى

 Ditulis Al-Qiyâs القٍاط

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ‟Ditulis As-S mâ العواء

 Ditulis Asy-Syams الؼوػ

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

الفسْض رّي  Ditulis Ż w   l-fur   

العٌح أُل  Ditulis Ahl as-sunnah 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Permasalahan atau sengketa merupakan suatu peristiwa yang lazim 

terjadi pada siapa saja, baik itu individu, kelompok atau lembaga ekonomi, 

sosial maupun politik. Konflik dapat bersumber dari kebutuhan dan 

kepentingan hak yang menjadi sumber konflik atau sengketa dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sengketa tidak jarang datang dan tidak 

dapat dihindari dan terpaksa harus dihadapi. 

Perkembangan ekonomi global telah menimbulkan banyak konflik 

kepentingan individu maupun kelompok. Hal ini sebagai akibat dari 

hubungan hukum antara individu dengan lembaga tertentu yang masing-

masing  memiliki kepentingan. Demikian halnya dengan sengketa ekonomi 

syariah. Hal ini kerapkali terjadi seiringan dengan perkembangan bisnis 

sektor ekonomi syariah di Indonesia. Bisnis ekonomi syariah sudah masuk ke 

berbagai wilayah tanah air, mulai dari wilayah provinsi, kabupaten hingga 

kecamatan. Di kabupaten misalnya terdapat Bank Muamalat, Bank Syari‟ah, 

BRI Syari‟ah, BNI Syari‟ah, Bank Danamon, Bank Mandiri Syari‟ah dan 

lain-lain. 

Bank-bank yang menggunakan label syariah menghimpun dana 

masyarakat, juga mendistribusikan dengan menawarkan sejumlah pinjaman 

kredit kepada masyarakat. Pinjaman uang yang diberikan kepada masyarakat 

yang memerlukan (nasabah-debitur), tentunya harus disertai syarat-syarat 
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yang dapat menjamin agar tidak terjadi kredit macet yang dapat merugikan 

para pihak. Dalam perakteknya di perbankan syariah, pembiayaan melalui 

akad murabahah merupakan skema yang paling dominan digunakan 

dibanding dengan produk akad lainnya,1 sehingga ada stigma bahwa bank 

syari‟ah di Indonesia adalah bank murabahah. Hal ini dipilih oleh bank 

dikarenakan bank menerapkan prinsip kehatian-hatian (prudential) agar bisa 

diterapkan dengan efektif dan efisien sehingga resiko kerugian bank bisa 

diminimalisir. 

Prinsip akad murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual-beli 

amanah. Hal ini dikarenakan dalam poses transaksinya penjual diharuskan 

dengan jujur menyampaikan hak perolehan (as|-s|aman al-awwal) dan 

keuntungan yang ingin hendak diambil ketika akad.2 Akad murabahah juga 

merupakan jual-beli mutlaq karena objek akadnya adalah barang („ain) dan 

uang (dain). Oleh karena itu, murabahah sebagai bentuk jual-beli, harga bisa 

dibayar secara tunai atau di angsur. Akan tetapi pada perakteknya banyak 

nasabah menghendaki pembayaran terhadap harga murabahah secara angsur.  

Dalam pembayaran murabahah secara angsur tersebut, bank sering 

berhadapan dengan risiko macet. Bank diperbolehkan bahkan selalu meminta 

jaminan dari nasabah yang diikat dengan pembebanan hak tanggungan 

                                                           

1
Mardani, Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 

hlm.123. 

2
Wahbah Az-Zuhaily, al Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz V (Bairut, Daar al-Fikr, 2002), 

v. 3600. 
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maupun penjaminan yang lainnya. Dengan demikian, ketika nasabah 

mengalami macet, dapat dinilai sebagai wanprestasi dan bank berhak 

melelang sendiri atau mengajukan permohonan eksekusi lelang baik kepada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) maupun 

Pengadilan Agama.3 

Dalam hal bank dapat melelang sendiri atau mengajukan permohonan 

eksekusi selalu berdasarkan bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, 

sehingga permohonan esksekusi lelang terbuka meskipun sudah jatuh tempo. 

Akan tetapi dalam eksekusi lelang pada akad Murabahah yang belum jatuh 

tempo sering memunculkan perlawanan dari nasabah karena dirasakan tidak 

sesuai dengan rasa keadilan.  

Bentuk wanprestasi secara umum yang diatur dalam hukum perdata 

dan sering dijadikan sebagai landasan bank mengajukan permohonan 

eksekusi adalah sebagai berikut: 

1. Tidak  melakukan prestasi sama sekali: misalnya, debitur tidak 

memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah 

ditentukan dalam perjanjian; 

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya; misalnya debitur 

selalu telat melaksanakan kewajibanya; 

                                                           

3
 H. Abd. Salam, Problem Eksekusi Hak Tanggungan Atas Dasar Wanprestasi 

Terhadap Akad Murabahah, Artikel, Mataram 20 April 2017. 
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3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Misalnya, debitur 

selalu melaksanakan kewajibanya namun qualitas dan quantity-nya 

tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan; 

4. Debitur melaksanakan/melakukan sesuatu perjanjian tidak boleh 

dilakukan. 

Berdasarkan cakupan dari bentuk wanprestai yang disebutkan di atas, 

maka permohonan eksekusi lelang bagi bank terbuka meskipun belum jatuh 

tempo. Akan tetapi eksekusi lelang pada akad murabahah yang belum jatuh 

tempo sering memunculkan perlawanan dari nasabah karena dirasakan tidak 

sesuai dengan rasa keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur‟ n 

Surat Al Baqarah ayat 280 yang menjelaskan bahwa bilamana si berhutang 

mendapatkan kesulitan hendaklah ia diberikan tangguh: 

4ميسرة وان كان ذوعسرة فنظرة الى  

Moral etis yang terkandung dalam ayat tersebut mengajarkan kepada 

Bank sebagi kreditur, untuk memberikan tangguh kepada debitur yang tengah 

mendapatkan kesulitan, bukankah Bank telah mendapatkan jaminan 

pelunasan dari nasabah berupa yang telah diikat dengan Pembebanan  Hak 

Tanggungan. 

                                                           

4
 Al-Baqarah (2):280. 
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Pengajuan eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah kepada 

Pengadilan Agama di dasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yang memberikan delegasi 

kewenangan penuh kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perbankan, keuangan dan asuransi 

yang didasarkan pada hukum syariah. 

Konsekuensi yuridis dari ketentuan undang-undang tersebut 

Pengadilan Agama harus siap menerima dan melaksanakan eksekusi hak 

tanggungan yang diminta oleh perbankan. Di sisi lain, kewenangan absolut 

Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah 

sampai pelaksanaan eksekusinya, bukan tanpa tuntutan. Dari segi substansi 

hukum beberapa kali ditemukan tumpang tindih kewenangan antara 

Pengadian Agama dengan Pengadilan Negeri. Sedangkan dari segi kultur 

Perbankan sendiri, tampaknya ada keengganan para pelaku perbankan untuk 

menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah. Karena alasan keraguan 

akan pelaksanaan eksekusi.5 

Persoalan akad murabahah sering kali tidak diimbangi dengan proses 

penyelesaian yang maksimal meskipun hal demikian diatur dalam ketentuan 

undang-undang, justru menimbulkan problem dalam proses penyelesaian di 

Pengadilan Agama. Berangkat dari latar belakang tersebut diatas, penyusun 

                                                           

5
Nita Triana, “Mengembangkan Mediasi Sebagai Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah 

Untuk Mewujudkan Kemaslahatan”. Hasil Penelitian Individual P3M STAIN Purwekerto, 2014. 

hlm 35. 
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tertarik untuk mengetahui lebih lanjut problem eksekusi hak tanggungan akad 

murabahah di Pengadilan Agama Wonosari. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur eksekusi hak tanggungan dalam akad murabahah di 

Pengadilan Agama Wonosari? 

2. Apa saja problem dalam eksekusi hak tanggungan akad murabahah di 

Pengadilan Agama Wonosari? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk memberikan gambaran mengenai prosedur eksekusi hak 

tangungan akad murabahah di Pengadilan Agama Wonosari. 

b. Untuk mengetahui masalah dalam melakukan eksekusi hak 

tanggungan akad murabahah di Pengadilan Agama Wonosari. 

2. Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara 

praktis maupun secara teoritis 

a. Secara Teoretis  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan 

sumbangan pemikiran, dibidang ilmu pengetahuan terutama 

dibidang hukum ekonomi syariah, dalam rangka untuk menunjang 

efektifitas penyelesaian  ekonomi syariah. 

b. Manfaat Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang 

dan masyarakat pada umumnya dalam praktek pelaksanaan 

eksekusi Hak Tanggungan dalam Akad Murabahah. 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang 

telah ada sebelumnya maka, penyusun mengadakan penelusuran terhadap 

penelitian-penelitian yang terdahulu. Sejauh pengamatan penulis belum 

ditemukan penelitian yang memfokuskan  pada penelitian yang penyusun 

teliti, hanya terdapat beberapa penelitian yang mirip. 

Skripsi yang ditulis oleh Tazkiatun Nafs Az Zahra yang berjudul 

“P r te Eksekusi H k T nggung n Seb g i Perlindung n Hukum 

Terhadap Kreditur (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 

1993K/pdt/2012 ”6 Penelitian tersebut membahas tentang parate eksekusi 

hak tanggungan sebegai perlindungan hukum terhadap kreditur jika dilihat 

dari kasus putusan MA Nomor 1993/pdt/2012. Hal ini dilatarbelakangi 

oleh lahirnya parate eksekusi hak tanggungan dari cideranya janji atau 

wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam melakukan pembayaran 

kembali utangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

                                                           

6
 T zki tun N fs Az Z hr , “P r te Eksekusi H k T nggung n Sebagai Perlindungan 

hukum Terh d p Kreditur  An nlisis Putus n M hk m h Agung Nomor 1993K/pdt/2012”, Skripsi 

Tidak di Terbitkan,  Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 

Jakarta, 2015. 
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Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sudah memberi gambaran 

yang jelas mengenai eksekusi yang bisa dilakukan apabila debitur cidera 

janji, salah satunya adalah dengan melakukan pelelangan yang disebut 

dengan parate eksekusi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh 

Tazkiatun Nafs Az Zahra dengan penyusun lakukan yaitu, penelitian yang 

oleh Tazkiatun Nafs Az Zahra membahas mengenai parate eksekusi yang 

menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan yang pada umumnya eksekusi dilakukan sedangkan yang 

penyusun fokuskan pada eksekusi akad syariah dengan mendasar pada 

kewenangan pengadilan Agama.  

Skripsi yang ditulis Muh Nanang Qodri yang berjudul 

“Pel ks n  n Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta 

No.151/pdt.G/2013/PA.YK ”7. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga. Penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme pelaksanaan 

eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap 

Putusan No.151/pdt.G/2013/PA.YK. Pelaksanaan eksekusi dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, permohonan eksekusi 

dari pihak yang memenangkan perkara kepada Ketua Pengadilan Agama 

Yogyakarta. Kedua, berdasarkan surat permohonan tersebut Ketua 

Pengadilan memerintahkan Panitera atau juru sita untuk memanggil pihak 

                                                           

7
Muh Nanang Qodri, “Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama 

Yogyakarta No.151/pdt.G/2013/PA.YK)”, Skripsi, Tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.  
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yang kalah untuk menghadap ke Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta 

agar mendapatkan peringatan (aannmaning) berupa teguran agar ia 

melaksanakan putusan secara sukarela dalam jangka waktu delapan hari. 

Ketiga, jika ternyata setelah delapan hari sejak sidang aannmaning 

termohon tidak juga melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Agama 

secara suka rela, maka Ketua membuat surat penetapan eksekusi dan 

memerintahkan Penitera atau Juru Sita melaksanakan Sita eksekusi 

terhadap harta bersama secara paksa dengan ditemani dua orang saksi dan 

bila perlu meminta bantuan aparat keamanan atau aparat desa setempat. 

Keempat, setelah eksekusi dilaksanakan kemudian dibuat berita acara 

penyerahan barang atau harta bersama oleh Juru Sita sebagai bukti bahwa 

eksekusi sudah menyerahkan barang yang menjadi hak pemohon eksekusi. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muh Nanang Qodri dengan 

penyusun pada objek eksekusi. Objek eksekusi yang dilakukan oleh 

penyusun adalah akad Murabahah yang merupakan salah satu akad syariah 

dan bentuk eksekusinya juga berbada. 

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sahlan yang berjudul 

8“Penyeles i n Eksekusi H k T nggung n Terh d p Pembi y  n Y ng 

Macet Studi Kasus Nomor 011/TMZ_BTL/351/V/2013 di BMT Tamzis 

c b ng B ntul Yogy k rt ”. Peneliti n tersebut menjel sk n tent ng 

                                                           

8
 Muhammad Sahlan, Penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Pembiayaan Yang 

Macet Studi Kasus Nomor 011/TMZ_BTL/351/V/2013 di BMT Tamzis cabang Bantul 

Yogyakarta, SkripsiTidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
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pelaksanaan pemberian kredit oleh pihak oleh bank selalu 

mempertimbangkan banyaknya pemberian kredit berdasarkan jaminan 

atau agunan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur. Di dalam 

prakteknya, debitur sering kali mengalami kredit macet atau wanprestasi 

terhadap perjanjian kredit. Dalam hal ini kasus Bapak Ari Budi Santoso 

yang melakukan pembiayaan terhadap BMT Tamzis Cabang Bantul 

Yogyakarta sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan 

tujuan untuk usaha dagang tas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh  

Muhammad Sahlan dengan penyusun adalah pelaksanaan eksekusi yang 

dilakukan bukan merupakan akad murabahah. Eksekusi yang dilakukan 

sama-sama didasarkan pada tidak melaksanakannya prestasi sehingga 

menyebabkan pelaksaan eksekusi dapat dilakukan. 

E. Kerangka Teoretik 

Teori merupakan alur logika atau penalaran, yang merupakan 

seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. 

Dalam landasan teoritik diungkapkan beberapa pengertian yang digunakan 

sebagai dasar penelitian hukum.  

a. Pengertian Eksekusi dan Eksekusi di Pengadilan Agama 

Secara etimologi, eksekusi berasal dari bahasa Belanda 

“executive” y ng ber rti pel ks  n putusan pengadilan. Pengertian yang 

sama juga dikemukakan oleh J.C.T. Simorangkir dan Retno Wulan 

Sutiono. Dengan demikian pengertian eksekusi etimologi sama dengan 

pengertian menjalankan putusan. Menurut terminologi hukum acara, 
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eksekusi  d l h “tind k n y ng dilakukan secara paksa terhadap pihak 

yang kalah dalam perkara. Eksekusi pada hakikatnya tidak lain adalah 

realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi 

prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.9 

Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Agama 

apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam 

perkara kepada Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap  dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Ketua Pengadilan Agama 

melakukan teguran (aannmaning) kepada pihak yang kalah dalam 

perkara agar dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan 

Agama melakukan teguran (aannmaning) maka para pihak yang kalah 

dalam perkara harus mematuhi Amar Putusan Pengadilan dan apabila 

telah lewat 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara 

tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua 

Pengadilan Agama dapat memerintah Panitera/juru sita Pengadilan 

Agama untuk melaksanakan sita eksekusi atas objek yang menjadi 

tanggungan dan kemudian dapat meminta bantuan alat–alat negara 

                                                           

9
Nita Triana, Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama 

Purbalingga, Instiut Agama Islam Negeri Purwekerto, 2016. hlm 23. 
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kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal objek yang 

diperkarakan.10  

b. Teori Hak Tanggungan  

Menururt Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.4 tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan. Yang dimaksud dengan hak tanggungan 

 d l h; “H k J min n y ng dibeb nk n p d  h k  t s t n h 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria berikut benda yang lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang 

tertentu, yang memberikan kedudukan kepada kreditur tertentu terhadap 

kreditur-kreditur lainya.11 

Keberadaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 mengakhiri 

dualisme hukum yang berlaku dalam pembebanan hak atas tanah. 

Secara formal pembebanan hak atas tanah berlaku ketentuan-ketentuan 

yang terdapat dalam UUPA, tetapi secara materil berlaku ketentuan-

ketentuan yang tercantum dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata dan 

Credietverband.12 

                                                           

10
Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Lingkungan Peradilan 

Agama,(Jakarta:Prenada Madia, 2006), hlm 75. 

11
Salim, HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), 

hlm. 95. 

12
Ibid, hlm.102. 
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Hak Tanggungan sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan 

atas tanah untuk pelunasan utang tertentu mempunyai empat asas, yaitu 

sebagai berikut13: 

1) Memberikan kedudukan yang diutamakan (preferent) 

kepada krediturnya. Hal ini berarti bahwa kreditur 

pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk 

didahulukan di dalam mendapatkan pelunasan atas 

piutangnya daripada kreditur-kreditur lainya atas hasil 

penjualan benda yang dibebani hak tanggungan tersebut. 

2) Selalu mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun objek 

tersebut berada. Artinya benda-benda yang dijadikan objek 

hak tanggungan itu tetap terbebani hak tanggungan walau di 

tangan siapa pun benda itu berada. Jadi meskipun hak atas 

tanah yang menjadi objek hak tanggungan tersebut telah 

beralih atau berpindah-pindah kepada orang lain, namun 

hak tanggungan yang ada tetap melekat pada objek tersebut 

dan tetap mempunyai kekuatan mengikat. 

3) Memenuhi asas spesialitas dan publitas. Asas spesialitas 

maksudnya benda yang dibebani hak tanggungan itu harus 

ditunjuk secara khusus. Dalam Akta Pembebanan Hak 

tanggungan harus disebutkan secara tegas dan jelas 

                                                           

13
Ardian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm.55. 
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mengenai benda yang dibebani itu berupa apa, dimana 

letaknya, berapa luasnya, apa batas-batasnya, dan apa bukti 

pemiliknya. Adapun asas publitas artinya hal pembebanan 

Hak Tanggungan tersebut harus dapat diketahui oleh umum, 

untuk itu terhadap Akta Pembebanan Hak Tanggungan 

harus didaftarkan. 

4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Artinya dapat 

dieksekusi seperti putusan hakim yang telah berkekuatan 

hukum tetap dan pasti.   

c. Teori Perjanjian 

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 

KUHPerd t  y itu: “Pej nji n  d l h su tu perbu t n deng n m n  

s tu pih k  t u lebih mengik t diriny  terh d p s tu or ng  t u lebih.”14 

Di dalam sebuah perjanjian ada ketentuan atau syarat sah 

perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata atau Pasal 1365 

BUKU IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUHPerdata 

menetukan empat syarat sahnya perjanjian,yaitu:15 

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak; 

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 

3) Adanya objek, dan  

                                                           

14
Salim HS, Hukum Kontrak, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), hlm. 25. 

15
Ibid, hlm. 33. 
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4) Adanya kausa yang halal. 

KUHPerdata juga mengisyaratkan adanya kebebasan kontrak 

dalam sebuah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

y ng berbunyi, “Semu  perj nji n y ng dibu t sec r  s h berl ku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.  

Konsekuensi logisnya asas kebebasan berkontrak ini 

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:16 

1) Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian 

2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun 

3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan 

dan. 

4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau 

lisan. 

d. Asas-asas dalam Fiqih Muamalat 

Di dalam pandangan fiqih muamalat, akad yang dilakukan oleh 

pihak yang berakad mempunyai asas tertentu. Asas ini merupakan 

prinsip yang ada dalam akad yang menjadi dasar, bilamana sebuah akad 

dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengannya. Asas-asas 

tersebut adalah:17 

                                                           

16
Ibid, hlm. 9. 

17
Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari‟ah, (Jakarta:Rajawali Press, 2007), hlm. 92. 
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1) Asas ibahah, asas ini merupakan asas umum dalam hukum 

Islam. Asas ini dirumuskan dengan adagium :Pada asasnya 

segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai dalil yang 

mel r ngny ”. 

2) Asas kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang 

menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis 

apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah 

ditentukan dalam undang-undang. 

3) Asas konsensualisme, asas ini menyatakan bahwa untuk 

tercapainya suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat 

antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-

formalitas tertentu. 

4) Asas keseimbangan, hukum perjanjian Islam memandang 

perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, 

baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang 

diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. 

Asas keseimbangan dalam memikul resiko juga tercermin 

pada larangan riba. 

5) Asas kemaslahatan, bahwa akad yang dibuat oleh para 

pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi 

mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan 

keadaan yang memberatkan. 
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6) Asas amanah, asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing 

pih k y ng mel kuk n  k d h rusl h beri‟tik d b ik d l m 

transaksi dengan pihak lainnya dan tidak membenarkan 

mengeksploitasi ketidaktauan mitranya. Dalam hukum 

perjanjian amanah ialah salah satu pihak hanya bergantung 

informasi jujur dari pihak lainya untuk mengambil 

keputusan. Jika pada suatu saat ditemukan sebuah informasi 

yang tidak sesuai dengan informasi awal karena sebuah 

ketidakjujuran, maka ketidakjujuran tersebut bisa dijadikan 

sebagai alasan untuk membatalkan akad. 

7) Asas keadilan, keadilan adalah sendi yang hendak 

diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad. 

Seringkali dalam dunia moderen ditemukan sebuah 

ketidakpastian salah satu pihak oleh pihak lainnya yang 

dibekukan dalam klausul akad tanpa bisa dinegosiasi. 

Dalam hukum Islam kontemporer, telah diterima suatu asas 

bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh 

pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu cara atau tindakan menurut sistem 

aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan 

tersistematis sehingga dapat diperoleh hasil maksimal. Selain itu penelitian 

adalah mencari fakta menurut objektif untuk menentukan fakta dan 



18 

 

 

 

menghasilkan dalil atau hukum. Untuk mencapai apa yang diharapkan 

dengan tepat dan terarah dalam penelitian, penulis menggunakan metode 

penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research), ialah penelitian yang langsung dilakukan ke objek 

penelitian untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan 

penelitian terkait eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama 

Wonosari. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat 

kaitannya dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis dan 

dideskripsikan dari data yang diperoleh. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa teknik 

yaitu, sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan 

teknik wawancara. Teknik ini sebagai alat pengumpul informasi 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan 

untuk dijawab secara lisan pula.18 Atau sebuah dialog yang 

                                                           

18
 Nurus Zuriah, Metode penelitian Sosial dan Pendidikan, Toeri dan 

Peraktik,(Jakarta:Bumi Aksara, 2006), hlm. 179. 
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dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

responden.19 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

dilaksanakan dengan beberapa pertanyaan, tetapi tidak menutup 

kemungkinan muncul pertanyaan yang baru yang ada 

hubungannya dengan permasalahan, dengan ini peneliti ingin 

mendapatkan informasi atau data untuk menjawab masalah 

penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan teknik 

pengumpulan data lain. Wawancara  yang dilakukan dengan 

dua orang yaitu dengan hakim dan  panitera di Pengadilan 

Agama Wonosari. 

 

b. Dokumentasi  

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan 

bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk 

meramalkan selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti 

untuk suatu pengujian.20 Selanjutnya penyusun mengumpulkan 

data, berupa: berkas-berkas, arsip-arsip, serta literatur lainnya 

yang erat dalam penelitian terkait. 

c. Pendekatan penelitian 

                                                           

19
 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Peraktek, (Jakarta: Remaja 

Rosda Karya, 1993), hlm. 7. 

20
Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,1991), hlm. 161. 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan 

pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan 

suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang 

ada, sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada 

kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat 

kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa akad 

murabahah di Pengadilan Agama Wonosari. 

d. Analisis Data 

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah 

analisis data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurut data kedalam pola, kategori menjadi satu uraian dasar, 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja. Namun, ini belum dapat dipakai untuk menyusun suatu 

konstruktif diskriptif fakta. Kemudian untuk menganalisa data yang 

diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya 

data yang berupa ucapan, tulisan dan prilaku yang dapat diperoleh 

dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh 

kesimpulan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan 

melalui metode penelitian, data tersebut perlu diolah dan dianalisa 

dengan baik agar data tersebut bermakna. Adapun metode yang 

peneliti gunakan adalah deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang 

berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat umum menuju 

pada pertanyaan yang bersifat khusus, dengan penalaran yang 
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bersifat rasional. Kemudian dianalisis secara Komparatif, yaitu 

mengkaji proses problem eksekusi hak tanggungan akad 

murabahah di Pengadilan Agama Wonosari tersebut dengan cara 

membandingkan dengan data yang diperoleh. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami dan membahas 

permasalahan yang diteliti, maka penulis membuat sistematika 

pembahasan sebagai berikut Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab 

yang terdiri dari: 

Bab Pertama akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metodologi penelitian dan sistimatika penulisan. 

Bab Kedua Tinjauan Umum Hak Tanggungan, Hukum Jaminan 

dalam Hukum Islam dan Akad Syariah. 

Bab Ketiga. menjelaskan Tentang Gambaran Umum Pengadilan 

Agama Wonosari, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan 

Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Wonosari. 

Bab Keempat Analisis Problematika Eksekusi Hak Tanggungan 

Akad Murabahah di Pengadilan Agama Wonosari. 

Bab Kelima Kesimpulan yang merupakan penutup yang terdiri atas 

kesimpulan, dan saran, kesimpulan berisi ringkasan dari serangkaian 

pembahasaan pada bab-bab sebelumnya.  
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab terdahulu, ada beberapa poin 

penting yang peneliti simpulkan yang berkaitan dengan problem eksekusi 

hak tanggungan di Pengadilan Agama Wonosari. Berikut poin penting 

kesimpulannya.  

1. Pelaksaan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama Wonosari 

dikarenakan nasabah yang melakukan wanprestasi terhadap akad 

murabahah. Hal ini terlihat dalam kasus nasabah S dan pihak KJKS 

BMT MULIA. Nasabah S tidak memenuhi kewajibanya sebagai 

nasabah atau wanprestasi sehingga pihak KJKS BMT MULIA 

mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Wonosari. 

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan akad syariah di Pengadilan 

Agama wonosari tidak jauh berbeda dengan eksekusi di Pengadilan 

Negeri dengan tahapan sebagai berikut: 

Pertama, mengajukan permohonan eksekusi melalui Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Wonosari; setelah menerima permohonan eksekusi, 

maka permohonan eksekusi tersebut diproses dengan cara, meneliti 

hak tanggungan, setelah Pengadilan Agama meneliti hak tanggungan 

tersebut, pihak Pengadilan Agama Wonosari menanggapi permohonan 

tersebut dengan menerbitkan Surat Aan Maning (peringatan kepada 

nasabah) sebanyak 2 (dua) kali untuk diberikan kesempatan melakukan 
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pelunasan pinjaman kepada bank. Apabila terhadap objek lelang yang 

terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan 

objek lelang kepada pemenang lelang, maka Pengadilan Agama 

berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No 4 tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan memiliki kewenangan untuk melaksanakan 

eksekusi pengosongan terhadap objek lelang tersebut. 

2. Faktor penghambat eksekusi hak tangungan akad murabahah sebagai 

berikut: 

Pertama, para pihak belum tentu hadir pada saat pemanggilan yang 

dilakukan oleh Pengadilan Agama. Pemanggilan tersebut dimaksudkan 

dengan adanya permohonan eksekusi oleh pihak bank kepada nasabah 

yang dianggap wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati, 

pemanggilan ini biasanya pengadilan Agama melakukan dengan dua 

kali panggilan apabila tidak di tanggapi pemanggilan terakhir tersebut 

maka akan dilakukan eksekusi terhadap permohonan eksekusi. Kedua, 

nasabah yang menahan dengan melakukan perlawanan pada saat 

melakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan 

sebagai bentuk protes nasabah terhadap eksekusi yang dilakukan oleh 

pengadilan Agama. Pada saat Pengadilan Agama melakukan eksekusi 

ada beberapa yang merasa dirugikan sehingga mencoba menghalangi 

jalannya eksekusi hak tanggungan. Ketiga, dalam melakukan eksekusi 

sering kali tidak adanya pembeli hak tanggungan ketika dilakukan 

pelalangan ulang pun sama sekali tidak adanya pembeli. Keempat, 
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ketika dilakukan eksekusi terhadap bangunan atau barang misalnya 

seperti toko yang ada barang-barang, nasabah cendrung menolak 

dengan adanya upaya pengosongan eksekusi tersebut. Kelima, 

eksekusi terhadap hak tangungan yang belum jatuh tempo dalam akad 

murabahah merupakan salah satu faktor adanya ketidakadilan bagi 

para nasabah. 

 

B. Saran-Saran 

Peneliti memiliki beberapa saran untuk pelaksanaan eksekusi hak 

tanggungan dalam pembiayaan akad mura>bah}ah di Pengadilan Agama 

Wonosari. 

Diantaranya; 

1. Sifat serta merta eksekusi lelang atas hak tanggungan tidak 

dapat begitu saja dilaksanakan dalam akad murabahah yang 

belum jatuh tempo, dengan alasan rasa keadilan. Oleh karena 

itu proses mediasi maupun litigasi terhadap pembayaran harga 

yang proporsional. 

2. Alasan wanpresatsi sebagai lembaga yang semula untuk 

menyelesaikan sengketa-sengketa utang piutang konvensional 

diatur dalam hukum perdata yang diatur dalam BW, tidak tepat 

untuk d s r tuntut n  k d sy ri‟ h. 
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3. Peneliti hanya menggambarkan dan mengkaji akad dan 

masalah yang timbul dari eksekusi hak tanggungan akad 

murabahah di Pengadilan Agama Wonosari. Seperti diketahui 

bersama bahwa sedikit sekali kalangan akademisi yang 

melakukan penelitian-penelitian terhadap hak tanggungan 

dalam akad syariah ini. Sehingga hal ini menjadi suatu peluang 

para peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang hak 

tanggungan akad syariah. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH 

Hal. 

Nomor 

Footn

ote 

Ayat al-Quran dan 

Hadits 
Terjemahan Ayat 

BAB I 

23 04 

Q.S. (2) al Baqarah : 

280 

Dan jika (orang yang berhutang itu) 

dalam kesulitan, maka berilah tenggang 

waktu sampai dia memperoleh 

kelapangan. 

BAB II 

68 30 Q.S. (2) al Baqarah : 

283 

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang 

kamu tidak mendapatkan seorang 

penulis, maka hendaklah ada barang 

jaminan yang dipegang. 

69 

 

33 

 

Q.S. (12)  Yusuf : 72  Dan siapa yang dapat mengembalikannya 

akan memperoleh (bahan makanan 

seberat) beban unta, dan aku jamin itu. 

72 38 Q.S. (2) al Baqarah : 

283 

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang 

kamu tidak mendapatkan seorang 

penulis, maka hendaklah ada barang 

jaminan yang dipegang. 

77 44 Q.S. (5) al Maidah : 1 Wahai orang-orang yang beriman! 

Penuhilah janji-janji. 

77 45 Q.S.  17   l Isr ‟ : 34 Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti 

diminta pertanggungjawabannya. 

82 52 Q.S. (2) al Baqarah : 

275 
Padahal Allah telah telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. 

75 41 Lihat Footnote 41 hlm. 75 BAB II   

BAB IV 

133 77 Q.S. (2) al Baqarah : 

280 

Dan jika (orang yang berhutang itu) 

dalam kesulitan, maka berilah tenggang 

waktu sampai dia memperoleh 

kelapangan. 
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Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal 

dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang 

menyeles ik n kuli hny  di f kult s sy ri‟ h. Kesibuk nny  deng n duni  fiqih 
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hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Sh n‟ ni, Sy r h Bulughul M r m 

karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

PEDOMAN WAWANCARA DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI 

1. Sejauh mana Pengadilan Agama Wonosari menyikapi dan menyesuaikan 

Perma Nomor 4 tahun 1996 tentang eksekusi Hak Tanggungan? 

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan 

Agama Wonosari? 

3. Berapakah jumlah  kasus eksekusi Hak Tanggungan selama 3 tahun 

terakhir (tahun 2014 s/d 2017) 

4. Ber p k h juml h  k sus Ekonomi Sy ri‟ h d l m 3 t hun ter khir  t hun 

2014 s/d 2017) 

5. D ri juml h k sus Ekomomi Sy ri‟ h  p k h b ny k y ng di medi si? 

6. Ber p  k sus ekonomi sy ri‟ h y ng sud h putus? Dan berapa yang masih 

proses? 

7. Berapa jumlah  kasus Hak Tanggungan yang sudah putus dan  di eksekusi? 

8. Apakah Pengadilan Agama mempunyai wewenang secara absolut dalam 

perk r  Ekonomi Sy ri‟ h?  

9. Bagaimana hasil dari pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan selama 3 

tahun terakhir? 

10. Apakah ada hambatan/kendala yang dihadapi Pengadilan Agama 

Wonosari terkait dengan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan? 

  









141 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

A. Profil 

B. Riwayat Pendidikan 

 

 

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, 

semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Nama  : Wirdatun Hasanah 

Tempat,  tanggal 

lahir 

: Medan, 20 Agustus 1995  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Agama : Islam 

Kewarganegaraan : Indonesia 

Alamat : Jalan Pandega Marta gang Darush Shalihat blok F 77 

RT 14 RW 52, Pogung Baru, Sinduadi, Mlati, Sleman, 

Yogyakarta. 

Email : wirdatunhasanah02.wh@gmail.com  

No.telp : 0856-5857-8588 

Formal: 

SD Negeri 060837 Medan 

 

2002-2007 

 

MTS Mu‟ llimin Univ  Med n 

 

2007-2010 

 

MAN 1 Medan 

 

2010-2013 

 

Pengalaman Organisasi 

KKD (Kursus Kader Dakwah) 

OSIS MAN 1 Medan 

LDK UIN SUKA 

KAMMI UIN SUKA 

 

 

2010-2013 

2011-2012 

2013-2016 

2013-2016 

 

mailto:wirdatunhasanah02.wh@gmail.com

	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
	PENGESAHAN TUGAS AKHIR
	HALAMAN MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	PEDOMAN TRANSLITERASI
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Tinjauan Pustaka
	E. Kerangka Teoretik
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran

	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE



